BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR $9 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROCLANGUN,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (5)
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Standar Kebutuhan Minimal
Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang MNomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Bungo Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan



Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun
2017 tentang tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2017
Nomor 1, Tambahan Lembaran Darah Kabupaten

Sarolangun Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KEBUTUHAN
MINIMAL RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sarolangun.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom.
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- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Sarolangun.

. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan

wakil ketua DPRD Kabupaten Sarolangun.

Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota
DPRD Kabupaten Sarolangun.

Standar Kebutuhan Minimal Rumah Tangga adalah standar kebutuhan
bagi Pimpinan DPRD yang menggunakan fasilitas rumah negara dan
perlengkapannya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan
Perda.

Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran

yang sah (at cost).

BAB II
STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA

Pasal 2

Belanja rumah tangga disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan

fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.

Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan

mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan
sekretariat DPRD.

Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara
dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga.

Standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) ditentukan sebagai berikut :

a. Belanja kawat/faximili/internet;

b. Belanja jasa kerja loundry;

c. Belanja makanan dan minuman; dan

d. Belanja paket/pengiriman.



Pasal 3

{1} Besaran Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah adalah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang
telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
dan/atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P).

(2) Besaran Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Biaya riil atau biaya yang

dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah (at cost).

(3) Besaran Kebutuhan Minimal Rumah Tangga Pimpinan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dikenakan Pajak sesuai dengan Ketentuan

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB 111
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun

pada tanggal 72z Movember 2017
yBUPATI SAROLANGUN, %
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CEK ENDRA

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 22 Noyember 2017
SEKR RIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,
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THABRONI ROZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2017 NOMOR § 9



